GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : s8¢ /KPTS/BPKAD/2021
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

. a.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sesuai ketentuan Bab 1 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan
kewenangannya sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk
melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);




KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama Pemerintah Daerah;

. melaksanakan sisten akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;

. menyajikan informasi keuangan daerah;

. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas
umum daerah;

.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi daerah; dan

. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Besember 28621

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, g

A\ M H. HERMAN DERU

1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta.

2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan di Palembang,.

No ok

Para Asisten Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tempat.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.




